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ABSTRAK 
Nama                 :  Sahrul 
Nim                     :  105 001 080 43 
Fak/Jurusan   :  Syari’ah Dan Hukum/ Ilmu Hukum 
Judul                  :  Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam 
Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi pada PT. 
Mega Finance cabang Makassar) 
 
Judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi 
dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi pada PT. Mega 
Finance cabang Makassar) “. Perjanjian Sewa Beli merupakan jalan untuk 
mendapatkan suatu benda dengan keringanan, tidak terkecuali pada kendaraan 
bermotor, namun dalam perjanjian sewa beli ini tidak jarang ditemukan adanya 
konsumen atau debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam 
memenuhi perjanjian yang dilakukannya bersama pihak perusahaan pembiayaan yang 
bersangkutan. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan 
jenis dan bentuk wanprestasi yang sering terjadi di tengah masyarakat dan berbagai 
jalan bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan 
pembiayaan terhadap konsumen atau debitur dalam perjanjian sewa beli kendaraan 
bermotor. 
Penelitian yang dilakukan  menggunakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan 
yang digunakan dengan cara menyoroti masalah dari sudut pandang normatif oleh 
hukum dan pendekatan sosiologis pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti 
fakta-fakta hukum dalam realita. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan, wawancara, dan pengamatan. Kemudian data yang berhasil 
dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan 
komparatif. 
Perjanjian sewa beli pada umumnya memberikan keuntungan kepada 
perusahaan namun juga dapat memberikan kerugian atas wanprestasi yang dilekukan 
oleh debitur. Oleh sebab itu, dalam kejadian wanprestasi pada perjanjian sewa beli, 
pihak debitur dapat dituntut dalam membayar ganti kerugian terhadapa apa yang telah 
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pihak perusahaan alami. Jadi, dalam perjanjian ini memang ada saling 
menguntungkan dan juga dapat saling merugikan. 
Demi tercapainya perjanjian sewa beli yang baik, pihak perusahaan 
pembiayaan dan pihak debitur memang harus mengerti tentang apa saja yang dapat 
mencegah terjadinya wanprestasi pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.  
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang  
Pembangunan ekonomi sebagian dari pembangunan nasional merupakan 
salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur 
berdasarkan pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945. Arah kebijakan bidang 
ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan 
yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan 
berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain melalui 
pembangunan dibidang ekonomi. 
Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan dibidang 
hukum yang antara lain menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas 
tanpa merugikan kepentingan nasional. Kegiatan pembangunan dibidang 
ekonomi tentu membutuhkan penyediaan modal yang cukup besar, karena 
merupakan salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. 
Pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan 
rakyat mempunyai peranan penting didalamnya untuk ikut berpatisipasi guna 
memegang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan 
makmur.  
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Perkembangan perekonomian Indonesia, diikuti pula oleh perkembangan 
berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah 
satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan 
masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian 
adalah kerena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat 
modern. Perkembangan kegiatan bisnis tersebut juga berpengaruh terhadap 
bentuk transaksi yang dilakukan, misalnya perjanjian sewa beli, sewa guna usaha 
(leasing), dan jual beli angsuran. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki dana 
yang terbatas.  
Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, 
sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat, 
kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang sah. Dengan terpenuhinya empat 
syarat syahnya perjanjian diatas, maka secara hukum mengikat bagi para pihak 
yang membuat perjanjian, Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan 
hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang 
membuat perjanjian. Salah satu bentuk perjanjiaan adalah perjanjian sewa-beli. 
Sewa-beli sebenarnya adalah suatu macam jual-beli, setidak - tidaknya sewa-beli 
mendekati jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun sewa-beli merupakan 
suatu campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul “sewa-menyewa”, ia 
dikontruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewa”. Maksud kedua belah 
pihak adalah setuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak dan 
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perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak. Jadi sewa-beli 
adalah pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan akibat 
hukum si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Setelah 
uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa 
berubah menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi miliknya. 
Dalam perjanjian sewa-beli tidak diatur secara khusus dalam 
KUHPerdata, tetapi dalam praktek memang diperbolehkan karena sebagaimana 
diketahui, hukum perjanjian KUHPerdata menganut sistem kebebasan berkontrak 
sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : 
“semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang - undang 
bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan itu, meliputi kebebasam untuk 
membuat perjanjian, mengadakan kontrak, pelaksanaan dan persyaratan, serta 
menentukan bentuk kontrak. Dalam perjanjian sewa-beli merupakan perjanjian 
innominal atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum 
ada pengaturannya secara khusus didalam undang-undang.  
 
Dalam masalah pengkreditan atau sewa-beli secara berangsur tidak hanya 
diatur dalam UU Nasional, tapi juga telah diatur dan dijelaskan di dalam Kitab 
Suci Al Qur’an pada surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:  
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َاي َاهَُّيأ ََنيِذَّلا اُونَمآ اَِذإ َُْمتَْنياََدت  َنْيَِدب َىِلإ  َلََجأ ىًّ مَسُم َُهُوُبتْكَاف َُْبتَْكيْلَو َْمَُكنَْيب 
 َِبتاَك َِلْدَعْلِاب لاَو ََبَْأي  َِبتاَك ََْنأ ََُبتَْكي اَمَك َُهَمَّلَع َُ َّاللّ َُْبتَْكيَْلف َِِللُْميْلَو يِذَّلا 
َِهَْيلَع َُّقَحْلا َِقََّتيْلَو ََ َّاللّ َُهَّبَر لاَو َْسَخَْبي َُهْنِم اًّئْيَش َِْنَإف ََناَك يِذَّلا َِهَْيلَع َُّقَحْلا 
اًّهِيفَس ََْوأ اًّفيِعَض ََْوأ لا َُعيَِطتَْسي ََْنأ ََّلُِمي ََُوه َِْللُْميَْلف َُهُِّيلَو َِلْدَعْلِاب 
اوُدِهَْشتْساَو َِنْيَديِهَش َْنِم َْمُِكلاَجِر َِْنَإف ََْمل َانوَُكي َِنَْيلُجَر  َلُجََرف َِنَاَتأَرْماَو 
َْن َّمِم ََنْوَضَْرت ََنِم َِءاََده ُّشلا ََْنأ ََّلَِضت اَُمهاَدِْحإ ََر ِّكَُذَتف اَُمهاَدِْحإ ىَرْخلأا لاَو 
ََْبَأي َُءاََده ُّشلا اَِذإ اَم اوُعُد لاَو اوَُمأَْست ََْنأ َُهُوُبتَْكت ا ًّريِغَص ََْوأ ا ًّرِيبَك َىِلإ 
َِِهلََجأ َْمُِكلَذ َُطَسَْقأ ََدْنِع َِ َّاللّ َُمَوَْقأَو َِةَدَاهَّشِلل َىنَْدأَو َلاأ اُوبَاتَْرت ِلاإ ََْنأ ََنوَُكت 
ًَّةَراَِجت ًَّةَرِضاَح َاَهنوُريُِدت َْمَُكنَْيب ََسَْيَلف َْمُكَْيلَع  َحَانُج َلاأ )٢٨٢( 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan 
dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 
lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
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kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 
saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah 
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu. (Al Baqarah: 282)
1
 
 
Sewa beli dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan diberbagai daerah 
di Indonesia, tidak terkecuali di kota Makassar. Salah satu perjanjian sewa-beli 
yang banyak diminati oleh masyarakat luas adalah sewa beli kendaraan 
bermotor. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan alat transportasi yang 
sangat mendukung kegiatan manusia untuk memudahkan dalam melakukan 
aktifitas, disamping itu, harganya yang terjangkau oleh masyarakat umum, oleh 
karena itu kebutuhan sepeda motor sangatlah tinggi. Namun demikian, acapkali 
ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat karena tidak memiliki 
dana tunai yang cukup. Sementara itu disisi lain, penjual (supplier) yang 
membutuhkan dana tunai. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga 
pembiayaan. 
Lembaga pembiayaan memang relatif masih muda jika dibandingkan 
dengan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Meskipun lembaga 
pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama sama dengan lembaga 
                                                          
1
 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al – Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 
Lintas Media, 2002), h. . 
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perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya 
antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan berbeda. 
Perjanjian pembiayaan lebih menekankan fungsi pembiayaan yaitu berkaitan 
penyediaan dana untuk pembelian barang dari penjual (pemberi fasilitas) dengan 
debitor (penerima fasilitas) untuk membiayai dalam pembelian barang. Kegiatan 
lembaga pembiayaan non bank ini bermacam-macam antara lain adalah sewa 
guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, 
dan perdagangan kartu kredit. Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji 
lebih dalam mengenai pembiayaan konsumen dalam bentuk perjanjian sewa-beli.  
Dalam perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor ini terdapat tiga pihak 
yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan 
pembiayaan, konsumen, dan pemasok (supplier). Perusahaan pembiayaan 
(finance) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang 
untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran. Konsumen 
adalah pembeli barang yang didanai oleh perusahaan pembiayaan. Dalam 
pembiayaan konsumen ini perusahaan pembiayaan finance berkedudukan 
sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitor. Sedangkan yang dimaksud 
dengan pemasok (supplier) adalah penjual atau perusahaan yang menjual barang-
barang yang dibutuhkan konsumen. Barang-barang yang dijual oleh pemasok 
merupakan barang-barrang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang 
elektronik, komputer, dan sebagainya. 
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Hubungan antara konsumen dengan pemasok sendiri adalah hubungan 
jual beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh 
pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan. Antara pemasok dan konsumen 
terdapat hubungan kontraktual, dimana pemasok wajib menyerahkan barang 
kepada konsumen, dan konsumen wajib membayar harga barang. Oleh karena 
hubungan antara konsumen dan pemasok terjadi atas jual beli bersyarat, maka 
semua ketentuan tentang jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen 
sepanjang relevan dan tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan dimaksud 
misalnya tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok bahwa 
barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purnajual.  
 Terjadinya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan 
konsumen disebabkan hubungan antara konsumen dengan pemasok terlebih 
dahulu. Hubungan hukum tersebut terjadi karena perusahaan pembiayaan yang 
membiayai pembelian barang dari konsumen kepada supplier. Dengan terjadinya 
perjanjian pembiayaan tersebut, hubungan hukum antara supplier dan konsumen 
berakhir, dan hubungan hukum yang timbul untuk pelunasan barang hanya 
terdapat antara perusahaan pembiayaan selaku kreditor dan konsumen selaku 
debitor. Kewajiban perusahaan pembiayaan adalah menyediakan dana (kredit) 
kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok 
atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen 
adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas 
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kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menjamin bahwa konsumen 
melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, lalu dilakukanlah suatu macam 
perjanjian dimana selama harga belum dibayar lunas, pihak pembeli menjadi 
penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya. Harga sewa sebenarnya dalam 
bentuk angsuran atas harga barang tersebut. Dalam praktek perjanjian sewa-beli 
masyarakat menyebutnya sistem kredit. Sistem yang digunakan dalam perjanjian 
sewa-beli menggunakan sistem pembiayaan dalam bentuk pembiayaan 
konsumen. Atas dasar terjadinya perjanjian sewa beli ini maka selanjutnya 
perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen terdapat hubungan, yaitu 
kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang telah mereka tanda 
tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-
masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan 
secara sepihak (unilateral unavoidable).  
Berbeda dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan 
konsumen dimana terjadi hubungan kontraktual, didalam hubungan antara 
perusahaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontrktual. Antara 
perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum 
yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan sebagai pihak ke tiga yang 
diisyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang - 
barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, 
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yaitu perusahaan konsumen. Dari  pihak - pihak yang saling terkait dalam 
perjanjian sewa-beli, penulis hanya memfokuskan hubungan antara konsumen 
(debitor) dengan perusahaan pembiayaan (kreditor).  
Sebagai suatu lembaga bisnis, lembaga pembiayaan berorientasi pada 
probit dan menghindari resiko kerugian. Oleh karena itu dalam praktek 
perusahaan pembiayaan akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan 
pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen 
pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit 
konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan 
utama sebagai suatu kredit adalah kepercayaan dari kreditor kepada debitor 
bahwa pihak debitor dapat dipercaya dan sanggup mambayar hutang - 
hutangnya. Sedangkan jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan adalah 
barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut untuk pembelian 
kendaraan bermotor, maka kendaraan yang bersangkutan untuk jaminan 
pokoknya, sedangkan jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa 
surat pengakuan hutang atau kuasa menjual barang, dan pertanggungan asuransi 
atas objek perjanjian. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk pelunasan dana yang 
telah dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan apabila debitor wanprestasi.  
Pihak yang tidak bisa memenuhi prestasi tersebut dapat dikatakan telah 
melakukan wanprestasi. Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana 
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salah satu pihak karena salahnya, tidak memenuhi prestasi sesuai yang 
diperjanjikan.  
Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau 
tidak memenuhi apa yang diperjanjikan. Wanprestasi bias dilakukan oleh 
kreditor dan bias juga dilakukan oleh debitor. Namun, dalam penulisan karya 
ilmiah ini lebih berfokus kepada wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, karena 
menurut penulis, yang paling rentang terhadap resiko  pada perjanjian sewa beli 
kendaraan bermotor adalah kreditor. Oleh karena perusahaan pembiayaan 
(kreditor) telah mengeluarkan dana tunai, sementara objek perjanjian ada pada 
debitor, apalagi objek perjanjian tersebut merupakan benda bergerak yangmudah 
dipindah tangankan oleh pihak debitor. Dalam praktik, acapkali terjadi debitor 
tidak membayar angsuran tepat waktu, tidak membayar angsuran  atau bahkan 
mengubah bentuk dan memindah tangankan objek perjanjian. Hal ini terjadi pada 
PT. MEGA Finance cabang Makassar berdasarkan hasil penelitian pada tahun 
2010/2011, ada beberapa debitor melakukan wanprestasi. 
Akibat wanprestasi debitor, pada PT. MEGA Finance cabang Makassar 
mengalami kerugian. Kerugian tersebut meliputi utang pokok disertai biaya-
biaya akibat keterlambatan ataupun tidak terbayarnya piutang atas objek 
perjanjian. Selain itu, pihak kreditor juga acapkali mengalami kendala-kendala 
dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitor. Saat debitor 
melakukan pinjaman atau sewa beli dengan  kreditor, acapkali ada yang 
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melakukannya dengan mengatas namakan orang lain, misalnya, melakukan sewa 
beli dengan adanya pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor, sehingga 
pada saat terjadi wanprestasi, pihak kreditor mengalami kebingunan atau kendala 
dalam mengatasi suatu tindakan wanprestasi. Selain itu, kendala lainnya bisa 
berupa pembayaran yang baru berjalan selama dua bulan yang dilakukan pihak 
debitor kepada pihak kreditor, tapi objek perjanjian atau kendaraan bermotor itu 
sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga pada saat pihak debitor sudah 
tidak bisa lagi membayar angsuran, maka pihak kreditor akan menarik motor 
tersebut, dan tentu saja hal ini merupakan kerugian bagi pihak kreditor itu 
sendiri. Tidak hanya itu,  pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada 
setiap daerah, acapkali terjadi wanprestasi yang berupa pemindah tanganan objek 
perjanjian yang dilakukan pihak debitor tanpa sepengetahuan pihak kreditor, 
sehingga pada saat terjadi wanprestasi, pihak kreditor mengalami kendala untuk 
dapat mengatasinya. 
Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka dalam penulisan 
ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “TINJAUAN 
TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN 
SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada PT. MEGA Finance 
cabang Makassar)”. 
 
12 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari penjelasan dan latar belakang mengenai sewa-beli yang telah 
berkembang ditengah masyarakat, maka penulis mengangkat pokok masalah 
yaitu “Bagaimanakah tinjauan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian 
sewa-beli kendaraan bermotor?” 
Kemudian dikembangkan dalam beberapa sub masalah yang berkaitan 
dengan “tinjauan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-beli 
kendaraan bermotor”, yaitu :  
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam 
perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor?. 
2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi dan kendala-kendala 
yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi atas perjannjian sewa-
beli kendaraan bermotor pada Pada PT. MEGA Finance cabang 
Makassar? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk menghindari kekeliruan terhadap pengertian yang sebenarnya dari 
judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul ini. 
“Tinjauan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau; 
pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).
2
 
“Tentang”  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hal; perihal 
yang ditujukan pada suatu objek.
3
 
“Penyelesaian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, 
perbuatan, cara menyelesaikan (diberbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).
4
 
“Wanprestasi” menurut Kamus Hukum, yaitu keadaan dimana debitor 
tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan 
kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya; tidak memenuhi janji dalam 
suatu perikatan; kealpaan; kelalaian.
5
 
                                                          
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Edisi Kedua,  Kamus Besar Bakasa 
Indonesia  (Jakarta : Balai Pustaka. 1991),  h. 951. 
 
3
  Ibid ., h. 931. 
4
  Ibid., h. 801. 
5
  M. Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher), h.   
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“Perjanjian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu persetujuan 
(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 
berjanji akan menaati apa yang tersebuat dalam persetujuan itu.
6
 
“Sewa Beli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, membeli 
secara mencicil (mengangsur) dan sebelum terbayar lunas dianggap sebagai 
menyewa barang bersangkutan.
7
 
“Kendaraan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang 
digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kerete, kendaraan 
bermotor).
8
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk Mengetahui Prosedur ataupun Ketentuan Mengenai Penyelesaian 
Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor pada PT. 
MEGA Finance cabang Makassar 
                                                          
6
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit.,  h. .351. 
7
  Ibid., h. 833. 
8
  Ibid., h. 419. 
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2. Untuk Mengetahui tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat 
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-beli Kendaraan 
Bermotor pada PT. MEGA Finance cabang Makassar. 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Akademik  
Memberikan sumbangan kepustakaan di bidang hukum perjanjian 
khususnya perjanjian sewa-beli sebagai salah satu perjanjian tidak bernama, 
sehingga perjanjian sewa-beli dapat lebih di sempurnakan.  
2. Manfaat Praktis  
Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan yang berwenang baik 
kalangan pemerintah maupun swasta dalam menentukan kebijaksanaan, 
mengembangkan dan menyempurnakan lembaga pembiayaan sehingga 
permasalahan yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin serta 
memberikan informasi yang jelas kepada pembaca skripsi ini dan masyarakat 
pada umumnya tentang wanprestasi pada perjanjian sewa-beli.  
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 
1. Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati 
dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua 
kemungkinan alasan, yaitu:
1
 
a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, 
dan 
b. Karena keadaaan memaksa (force majeure), di luar kemampuan 
debitor. Jadi, debitor tidak bersalah. 
Untuk menentukan apakah debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu 
ditentukan dalam keadaaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak 
memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan, yaitu:
2
 
a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; 
b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan  
                                                          
1
  Dedi Ismatullah, Hukum Perikatan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 103 
2
  Ibid 
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c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau 
terlambat. 
Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, perlu 
diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan 
pemenuhan prestasi atau tidak? Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan 
pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitor supaya dia 
memenuhi prestasi. Menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata dalam hal telah 
ditentukan tenggang waktunya, maka debitor dianggap lalai dengan lewatnya 
waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. 
Kreditor dapat memperingatkan debitor untuk memenuhi prestasinya dan 
debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Peringatan 
tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, baik secara resmi dan dapat juga 
secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan 
negeri yang berwenang, yang disebut sommatie. Kemudian, pengadilan negeri 
dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada 
debitor yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak 
resmi, misalnya, melalui surat tercatat, telegram, facsimile, atau disampaikan 
sendiri oleh kreditor kepada debitor dengan tanda terima. Surat peringatan ini 
disebut ingedbreke stelling. 
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Apabila terbukti debitor telah melakukan wanprestasi maka debitor dapat 
digugat sebagai berikut:
3
 
a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh 
kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). 
b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut 
pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 
KUHPerdata). 
c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur 
sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat(2) KUHPerdata). 
d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan 
atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 
KUHPerdata). 
e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka 
pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah. 
 
 
 
 
 
                                                          
3
  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2010), h. 242 
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2. Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi 
Wanprestasi berasal dari perkataan Belanda yang berarti suatu keadaan 
yang menunjukkan debitor tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) 
dan dia dapat dipersalahkan
4
. Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu:
5
 
a. Perbuatan yang dilakukan debitor dapat disesalkan kreditor. 
Contoh: Hari itu panas, si A mengirim es ke tempat si B, hal ini 
menyebabkan esnya mencair sebelum sampai di tujuan. 
b. Debitor dapat menduga akibatnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) Objek sebagai manusia normal. 
2) Subjektif sebagai seorang ahli. 
c. Debitor dalam keadaan cakap berbuat. 
Seorang debitor dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi berkaitan 
dengan macam-macam prestasinya, yaitu:
6
 
a. Berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPerdata) 
b. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1240 KUHPerdata). 
c. Memberi atau menyerahkan sesuatu. 
 
                                                          
4
  Handri Raharjo. Hukum Perjanjian di Indonesia, (Jakarta: Buku Kita, 2009), h. 79 
5
  Ibid. 
6
  Ibid., h. 80 
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Dalam praktik sewa beli sering dijumpai ingkar janji (wanprestasi) dalam 
hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji (wanprestasi), yaitu: 
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 
b. Memenuhi prestasi tapi terlambat; 
c. Memenuhi prestasi dengan hanya sebahagian. 
Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji (wanprestasi) seperti tersebut 
di atas, timbul suatu persoalan: “Bagaimana jika debitor yang tidak memenuhi 
prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi 
prestasi sama sekai?” Apabila debitor tidak mampu memenuhi prestasi, maka 
debitor dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan debitor 
yang masih bisa diharapkan memenuhi prestasinya, digolongkan ke dalam 
terlambat memenuhi prestasi. 
Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor, 
yaitu:
7
 
a. Tidak melakukan apa yang ia sanggup akan dilakukannya; 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 
dijanjikan; 
c. Melakukan apa yang dijanjijkan, tetapi terlambat; 
                                                          
7
 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: Prestasi 
Pustaka Raya, 2011), h. 78 
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d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. 
 
3. Akibat Wanprestasi 
Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan 
wanprestasi, yaitu:
8
 
a. Bagi debitor yaitu objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitor. 
b. Bagi kreditor (terdapat pada Pasal 1267 KUHPerdata), yaitu kreditor 
dapat menggugat: 
1) Pemenuhan perikatan. 
2) Ganti kerugian (pada Pasal 1243-1252 KUHPerdata). 
Adalah akibat hukum yang ditanggung debitor yang tidak 
memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan 
atau mengganti: 
a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata 
telah dikeluarkan kreditor. 
b) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditor 
akibat kelalaian debitor /kerugian nyata yang didapat atau 
                                                          
8
  Handri Raharjo, op.cit., h. 81-84. 
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diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul 
sebagai akibat ingkar janji. 
c) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak 
diperoleh oleh kreditor, macam-macamnya: 
(1) Bunga konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan 
pihak-pihak dalam perjanjian (Pasal 1249 KUHPerdata). 
(2) Bunga moratoire adalah bunga pada perikatan yang 
prestasinya berupa membayar sejumlah uang, penggantian 
biaya rugi, dan bunga yang disebabkan karena 
terlambatnya pelaksanaan perikatan . hanya terdiri dari 
bunga yang ditentukan dalam undang-undang/ sejumlah 
uang yang harus dibayarkan sebagai ganti kerugian dalam 
perikatan yang prestasinya berupa sejumlah uang. 
Besarnya bunga sesuai Pasal 1767 KUHPerdata (para ahli 
berpendapat bahwa bunga disesuaikan dengan bunga 
deposito yang berlaku). 
(3) Bunga kompensatoir adalah bunga uang yang harus 
dibayar debitor untuk mengganti bunga yang dibayar 
kreditor pada pihak lain karena debitor tidak  memenuhi 
perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan. Pihak 
yang menetapkan besarnya jumlah bunga itu adalah hakim 
dan besarnya jumlah bunga tidak ditentukan berdasar 
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perkiraan akan tetapi ditentukan menurut kenyataannya 
oleh hakim sejak saat kerugian itu benar-benar terjadi. 
(4) Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari 
bunga utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitor (Pasal 
1251). Suku bunganya sudah tidak dianut lagi sedangkan 
yang berlaku di lingkungan bank swasta untuk kredit 
umum adalah sebesar 3% perbulan. 
Pembatasan ganti rugi: 
a) Pasal 1248 KUHPerdata (tentang akibat langsung). 
b) Pasal 1250 KUHPerdata (tentang bunga moratoire). 
c) Pasal 1249 KUHPerdata ditentukan oleh para pihak. 
d) Jika tidak diatur oleh Undang-Undang dan para pihak maka 
berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi. 
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3) Pembatalan perikatan. 
Berlaku asas syarat batal (Pasal 1266 KUHPerdata) apabila salah 
satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi 
kewajibannya maka pihak lainnya pun tidak perlu memenuhi 
prestasinya. Tiga syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya 
pembatalan perjanjian:
9
 
a) Perjanjian harus timbal balik. 
b) Harus ada wanprestasi. 
c) Harus ada keputusan hakim. 
4) Pemenuhan perikatan dan ganti kerugian. 
5) Pembatalan perikatan dan ganti kerugian. 
6) Peralihan risiko 
Adalah keadaan menanggung kerugian akibat overmatch. 
7) Bayar biaya perkara (bila sampai pengadilan). 
Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya ‘Hukum Kontrak perancangan 
Kontrak’, terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 
yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang 
maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. 
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Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak 
wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat 
berupa tuntutan:
10
 
- Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi); 
- Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi). 
Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak 
yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak.  
4. Batas Pembeda Antara Karakteristik  Wanprestasi dan Tindak Pidana 
Penipuan 
a. Karakteristik Wanprestasi dalam Hukum Perdata 
Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan 
kontraktual (characteristics of default is always preceded by a contractual 
relationship).
11
 Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus 
mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat 
privat atau perdata. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu 
dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu 
konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi 
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permasalahan ini, maka diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur 
tentang kontrak.  
Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). 
Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk 
memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan 
antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keragu-
raguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang 
kedua bersifat negative. 
Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitor untuk 
menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya 
sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai 
rusak atau musnah. Undang-undang mensyaratkan kepada dibitur, bahwa ia 
dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku “bapak rumah tangga yang 
baik”. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga 
untuk perikatan yang timbul dari Undang-undang, seperti tersebut dalam pasal 
1356 KUHPerdata (perwakilan sukarela).
12
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1) Keabsahan Kontrak 
Keabsahan kontrak merupakan hal yang esensial dalam hukum 
kontrak. Pelaksanaan isi kontrak, yakini hak dan kewajiban, hanya dapat 
dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula 
sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum. Oleh 
karena itu keabsahan kontrak sangat menentukan pelaksanaan isi kontrak 
yang ditutup. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secar 
sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak karenanya 
menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak.
13
 
Berkenaan dengan kontrak terdapat adanya syarat-syarat sahnya suatu 
kontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. 
2)  Implikasi Keabsahan Kontrak 
Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak atas dasar adanya kata 
“sepakat” dan “kecakapan” untuk membuat kontrak (syarat subyektif), 
dikatakan syarat subyektif karena menyangkut “subyek” kontrak atau 
perjanjian. Sedangkan syarat kedua yaitu “suatu hal tertentu” dan “suatu 
sebab yang diperbolehkan” (syarat obyektif), dikatakan sebagai syarat 
“obyektif” karena menyangkut “obyek” dari kontrak/ perjanjian. Dengan 
tidak dipenuhinya syarat subyekti, maka suatu kontrak/ perjanjian itu 
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diancam dengan batal, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat obyektif, 
maka perjanjiannya itu diancam batal demi hukum. 
Suatu kontrak/ perjanjian yang diancam dengan “batal demi 
hukum” dan mengandung arti bahwa kontrak yang dibuat para pihak 
bertentangan dengan undang-undang , kesusilaan, ketertiban umum dan 
tidak mengikat terhadap salah satu pihak. Masih banyak contoh kontrak 
yang demikian, terkecuali undang-undang tidak menyebutnya secara jelas 
maka sering terjadi perkiraan dalam hati tentang kontrak yang batal demi 
hukum. 
Pada persoalan kontrak/ perjanjian yang batal demi hukum 
(nietigbaarheid), perlu diingat sebab-sebab dari kebatalan kontrak/ 
perjanjian itu dapat melekat pada tiga hal, yaitu: 
Pertama, dapat ditemukan pada orang-orang yang berbuat tidak 
cakap sama sekali, cakap secara terbatas (orang-orang yang belum 
dewasa, orang-orang dibawah pengampunan, istri, wali, sepanjang 
mereka memerlukan kuasa). Jika mereka memerlukan kuasa, apabila 
melakukan kontrak, maka kontrak itu tetap sah dan hanya dapat 
dibatalkan, tetapi bukan batal demi hukum. 
29 
 
Kedua, isi dari perbuatan, khususnya yang mengenai kontrak, 
bertentangan dengan undang-undang seperti kontrak yang tidak 
mempunyai sebab yang diperbolehkan. 
Ketiga, demikian pula dapat diancam kebatalannya (batal demi 
hukum) bila dapat ditemukan sebabnya di dalam hal tidak mengindahkan 
bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang.
14
 
Dalam implikasi keabsahan kontrak, juga dikenal prinsip iktikad 
baik. Prinsip itikad baik memiliki fungsi yang sangat penting dalam 
pembuatan kontrak. Dalam menyusun suatu kontrak harus jelas syarat-
syarat yang baku dan terlaksananya kontrak. Itikad baik merupakan 
bagian kewajiban hukum dalam pelaksanaan kontrak yang harus 
dipatuhi.
15
 
3)  Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual 
Hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban di 
antara para pihak. Dalam pelaksanaannya, hubungan kontrak ini 
hendaknya berjalan dengan baik, fair dan proporsional sesuai tujuan 
hukum yaitu tercapainya keadilan.  
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Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (fairness) yang umumnya 
dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban 
hukum, tidak termasuk di dalamnya kewajiban moral. Timbulnya kewajiban 
yang bersifat mengikat diantaranya karena perbuatan sukarela (voluntary acts) 
baik karena adanya persetujuan yang tegas ataupun diam-diam. 
Suatu hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang 
bersifat positif dan negative. Kewajiban yang bersifat positif (positive duties) 
pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (duty to do), 
sedangkan yang bersifat nrgatif (negative duties) adalah merupakan suatu 
kewajiban untuk mematuhi larangan (duty not to do). Prinsip yang terkandung 
dalam hubungan kontraktual adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan 
kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk 
pembayaran denda. Dalam pembayaran kewajiban denda kepada salah satu pihak 
harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Penekanan di dalam pelaksanaan 
kontrak yang diukur adalah prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban 
yang terdapat dalam hubungan kontraktual. Sehingga dengan demikian, kontrak 
kepentingan antara hak dan kewajiban pada para pihak tidak terjadi. Apabila 
tidak ada keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan 
kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu 
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pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan 
‘wanprestasi’.16  
b. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana 
Seperti halnya wanprestasi, tindak pidana penipuan dalam hukum 
pidana juga merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau 
didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu wanprestasi yang terjadi 
karena hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu 
merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu 
perbuatan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP. Manakala suatu 
kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan 
palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan 
kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.
17
 
1)  Konsep Penipuan dalam Hukum Pidana 
Konsep penipuan (bedrog) terdapat dalam pasal 378 KUHP 
merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan 
mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan 
pemaknaan terhadap istilah delik, Leden Merpaung member istilah delik 
atau “strafbaar feit” (bahasan Belanda); “delictum” (bahasa latin), 
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“criminal act” (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh 
peraturan hukum pidana dan dan mendapat sanksi pidana bagi barang 
siapa yang melanggarnya. Menurut kepustakaan hukum pidana istilah 
Strafbaar feit atau delict ini ada beberapa pendapat dengan menggunakan 
istilah-istilah, yaitu: 
a) “peristiwa pidana” 
b) “perbuatan pidana” 
c) “perbuatan yang boleh dihukum” 
d) “tindak pidana” 
e) “pelanggaran pidana” 
f) “delik”18 
 
2)  Unsur Penipuan dalam Hukum Pidana 
Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum 
pidana yang diatur dalam Buku Ke II (tentang kejahatan) dan dalam BAB 
XXV Pasal 378 KUHP dinyatan: 
“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau 
keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan 
karangan  perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, 
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dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun” 
 
Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (bedrog), terdapat dua 
unsure pokok yaitu, unsur “obyektif” dan “subyektif”.19 
3) Unsur Obyektif 
Unsur obyektif yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan 
alat pembujuk/ penggerak: 
a) Memakai nama palsu; 
b) Martabat/ keadaan palsu 
“Nama palsu atau martabat palsu” yaitu nama yang 
digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat 
atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 
termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.
20
 
c) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat 
“Tipu muslihat” yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan 
akal licik, dan tipu daya untuk memperalat orang lain sehingga 
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seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang 
menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang 
lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu.
21
 
“Rangkaian kebohongan” yaitu suatu perbuatan dengan 
perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan 
beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau 
terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan 
secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai 
sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan 
kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.
22
 
d) Menyerahkan sesuatu barang; 
e) Membuat hutang; 
f) Menghapuskan piutang. 
“Membuat utang atau menghapuskan piutang” yaitu suatu 
perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materil orang lain, 
yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku 
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yang dapat mempengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang 
sesuatu atau supaya member utang maupun menghapuskan utang.
23
 
4) Sengaja atau Kesengajaan 
“Sengaja” mengandung unsure ‘subyejtif’, yaitu dengan maksud: 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. 
Berkenan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa), dari rumusan 
kesalahan (sculd) tersebut di atas, merupakan suatu kesalahan dalam 
bentuk kesengajaan (obzettelijk/ dolus), namun tidak dalam bentuk 
ketidaksengajaan (culpa). 
Dalam hukum positf Indonesia, defenisi tentang kesengajaan 
belum ada yang memberikan defenisi tentang kesengajaan. Defenisi 
kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam Wetbook van Strafect 1809, 
yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh 
undang-undang”. 
Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model 
kesengajaan yaitu:
24
 
a. Kesengajaan sebagai maksud; 
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b. Kesengajaan sebagai kepastian; 
c. Kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis)25 
Menurut Laden Marpaung ada dua maksud kesengajaan yaitu 
kesengajaan “sebagai maksud” dan “kesengajaan sebagai kepastian”.26 
Yang pertama, kesengajaan “sebagai maksud” disini harus 
dibedakan antara “maksud” (oogmerk) dengan “motif”. Dalam kehidupan 
sehari-hari, diidentikkan dengan tujuan. Agar tidak timbul keragu-raguan, 
diberikan contoh sebagai berikut: A bermaksud membunuh B yang 
menyebabkan ayahnya meninggal dunia. A menembak B dan B 
meninggal dunia. Dari contoh ini membalas kematian ayahnya disebut 
“motif”. Sedangkan “maksud” adalah kehendak untuk melakukan 
perbuatan. 
Yang kedua, kesengajaan “dengan kepastian” yaitu bahwa disini 
pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, 
akan terjadi akibat yang lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan 
melakukan perbuatan itu pasti akan timbul akibat lainnya
27
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Kesengajaan sebagai ”kemungkinan”, yakni apabila seseorang 
melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat 
tertent. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul 
akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang
28
  
5) Dapat Menimbulkan Kerugian 
Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan 
memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian 
kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan suatu barang atau 
membuat hutang atau menghapuskan hutang. Dari rangkaian peristiwa ini 
tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain (korban). Kerugian 
disini adalah kerugian akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. 
Permasalahannya adalah, dalam hukum pidana “materil” tidak dikenal 
istilah untuk menuntut ganti kerugian, yang ada adalah menuntut secara 
pidana dengan tujuan efek jera karena terkait dengan sanksi pidana. 
Sehingga hak-hak dari si korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana 
tidak terlindungi. 
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Ganti kerugian disini akan dibahas terkait dengan ganti kerugian 
dalam perkara pidana, pengertian ganti kerugian sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 95 KUHAP menyatakan: 
Ayat (1) 
Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian 
karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan 
lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang 
ditetapkan; 
Ayat (2) 
Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas 
penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau 
hukum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang 
perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri, diputus di siding 
praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77; 
Ayat (3) 
Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan 
oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan 
yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan; 
Ayat (4) 
Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut 
pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang 
sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan; 
Ayat (5) 
Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) 
mengikuti acara praperadilan. 
Ganti kerugian dalam KUHAP merupakan ganti kerugian terbatas 
terutama berkenaan dengn pasal 95 KUHAP, karena jumlah yang dapat 
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dimintakan telah dibatasi. Sedang pada penggabungan gugatan ganti 
kerugian, pembatasan ini tidak meniadakan hak menuntut ganti kerugian 
karena kesalahan pihak lain. Semua ganti kerugian dapat diajukan melalui 
acara perdata, dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut dibatasi.  
Menyangkut ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak 
hukum diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP dapat dijelaskan sebagai 
berikut:
29
 
a. Yang berhak menuntut ganti kerugian 
Brkaitan dengan tuntutan ganti rugi, yang berhak menuntut ganti 
kerugian adalah: 
1) Tersangka/ terdakwa/ terpidana; 
2) Orang yang ditangkap/ ditahan/ dituntut dan diadili; 
3) Karena tindakan lain; 
4) Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan 
mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukumnya. 
Penjelasan Pasal 95 KUHAP menyatakan: 
“yang dimaksud  dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian 
yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan 
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penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa 
alasan ialah penahanan yang lebih dari pada yang dijatuhkan”30 
 
b. Jumlah ganti kerugian 
Permintaan jumlah ganti kerugian, telah diatur dalam pasal 9 
peraturan pemerintah Nomor: 27 tahun 1983 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36) yang menyatakan sebagai berikut: 
Ayat (1)  
“Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 77 huruf b (sah tidaknya penghentian penyidikan dan 
penuntutan) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan 
serendah-rendahnya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
Ayat (2) 
“Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang 
bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan 
pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah stinggi-
tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).” 
 
Besarnya ganti kerugian tersebut sudah tidak sesuai lagidengan 
perkembangan masyarakat saat ini karena nilai tukar rupiah dengan mata 
uang asing semakin menurun. Namun dmikian, hakim tetap mengacu 
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pada ketentuan yang berlaku dalam menetapkan jumlah ganti kerugian 
tersebut. 
c. Pengajuan permintaan ganti kerugian 
Tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam 
Pasal Peraturan Pemerintahg Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1983, 
yang menyatakan sebagai berikut: 
Ayat (1) 
“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 
KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) 
bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum 
tetap”; 
Ayat (2) 
“Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap 
perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b 
KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat 
pemberitahuan penetapan praperadilan.” 
 
Setelah lewat tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap atau sejak pemberitahuan penetapan 
praperadilan, maka hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian telah 
lewat waktu, sehingga dengan demikian hak untuk mengajukan tuntutan 
ganti kerugian tidak dapat diajukan. 
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d. Pemeriksaaan permintaan ganti kerugian.  
Pemeriksaaan permintaan ganti kerugian mengikuti acara 
pemeriksaan praperadilan sebagaimana Pasal 95 ayat (4) KUHAP. Oleh 
karenanya, dalam tempo tiga hari setelah menerima permintaan/tuntutan 
ganti kerugian, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam 
tempo tujuh hari sudah ada putusan hakim sebagaimana diatur dalam 
pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP. 
e. Putusan terkait ganti kerugian 
Dalam Pasal 96 Ayat (1) KUHAP diatur tentang putusan 
pemberian ganti kerugian. Putusan hakim terkait dengan pemberian ganti 
kerugian berupa “penetapan”, dan penetapan tersebut memuat lengkap 
semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. 
f. Pembayaran ganti kerugian 
Berkenaan pembayaran ganti kerugian menurut Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983, 
tanggal 31 desember 1983, dalam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa, 
Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan 
dana kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Sekretaris 
Jenderal Departemen Kehakiman yang selanjutnya akan diteruskan 
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kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Direktur Jenderal Anggaran 
menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang aslinya disampaikan 
kepada yang berhak kemudian yang berhak mengajukan permohonan 
pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua 
Pengadilan setempat.
31
 
6)  Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Luar Pengadilan 
Seiring dengan perkembangan hukum pidana dan 
pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana penipuan ex 
Pasal 378 KUHP, dewasa ini telah mengalami perubahan dan pergeseran, 
kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan senantiasa bersinggungan 
dengan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum kontrak atau perjanjian. 
Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, kadangkala kewajibannya 
tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, sehingga timbul kerugian di 
salah satu pihak. Maka pihak yang melaksanakan kewajibannya akan 
dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan umum dalam KUHP 
Indonesia masih menganut asas-asas umum bahwa setiap orang yang 
melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana melalui proses 
peradilan pidana.
32
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5. Hak-Hak Gugat yang Dapat Diajukan Saat Terjadi Wanprestasi 
Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan 
pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak 
kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; 
memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian jika itu masih dapat 
dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, 
kerugian dan bunga”. 
Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan 
dengan gugatan lain, meliputi: 
a. Pemenuhan (nakoming); 
b. Ganti rugi (vervengende vergoeding); 
c. Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (outbinding); 
d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (nakoming en anvvullend 
vergoeding); atau  
e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (outbinding en 
anvvullend vergoeding).
33
 
Adapun yang dimaksud dengan: 
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a. Pemenuhan: pemenuhan lahir dari hubungan kontrak sebagai sarana 
pertukaran antara hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban yang 
diharapkan dapat berlangsung secara baik dan fair, sesuai dalam 
kesepakatan para pihak dalam menutup suatu kontrak
34
 
b. Ganti rugi: Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan 
ganti kerugian adalah mengganti kerugian yang timbul akibat adanya  
wanprestasi. Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai 
melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi.  
 
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Beli 
1. Pengertian Sewa-Beli 
Sewa-beli adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi karena Buku III KItab 
Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak 
boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang diatur secara khusus dalam 
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut perjanjian nominat 
sedangkan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Buku III Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata disebut perjanjian innominat. Menurut 
ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata setiap perjanjian nominat maupun 
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perjanjian innominat tunduk pada Ketentuan Umum Hukum Perjanjian. 
Dengan demikian Perjanjian beli-sewa sebagai suatu perjanjian innominat 
juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian seperti misalnya 
syarat sahnya perjanjian dan tentang wanprestasi. 
Sewa-beli adalah suatu perjanjian campuran di mana terkandung 
unsur perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian 
sewa-beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap 
berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada di tangan 
pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa 
setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga 
barang.
35
 
2. Syarat-Syarat dalam Sewa-Beli 
Dalam KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya 
perjanjian, yaitu: 
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, 
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum, 
3. Adanya objek, dan 
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4. Adanya sebab yang diperbolehkan. 
 
 
1. Kesepakatan kedua belah pihak 
Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH 
Perdata.kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu 
orang atau lebih dari pihak lainnya.
36
 Dalam kesepakatan, juga dikenal suatu 
keadaan hukum yang disebut cacat kehendak. Sebagaimana telah dijelaskan 
bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak 
yang dilandasi adanya konsensus para pihak (bertemunya penawaran dan 
penerimaan), dalam kondisi normal adalah kesesuaian antara kehendak dan 
pernyataan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak dibuat 
adanya unsur “cacat kehendak (wilsgeberke). Dalam KUHPerdata terdapat 
empat hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan 
adanya cacat kehendak, yaitu: keikhilafan, paksaan, penipuan dan 
penyalahgunaan keadaan. 
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a.  Kekhilafan (Dwaling) 
Kekhilafan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata), jika kehendak 
seseorang dalam menutup kontrak terkait hakikat benda atau orang, 
hakikat barang adalah sifat-sifat atau ciri dari barangnya yang merupakan 
alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak. Dengan 
demikian kesesatanterhadap hakikat benda dikaitkan keadaan yang akan 
datang. Jika kesesatan mengenai orangnya dinamakan “error in 
persona”, jika kesesatan itu mengenai hakikat barangnya dinamakan 
“error in subtantia”, contoh dari error persona, ialah kontrak yang dibuat 
oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, kemudian dibuatnya 
dengan biduanita tak terkenal, tetapi namanya sama, mengenai hakikat 
barangnya, misalnya seseorang yang menganggap bahwa ia membeli 
lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang 
dibelinya itu adalah sebuah tiruan. 
b.  Paksaan (Dwang) 
Paksaan atau dwang (Pasal 1323-1327) keadaan atau situasi 
dimana seseorang melakukan kekerasan dalam menutup kontrak di bawah 
ancaman yang melanggar hukum, ancaman itu dapat menimbulkan suatu 
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ketakutan bagi yang menerima paksaan. Ancaman bersifat melanggar 
hukum ini meliputi dua hal, yaitu:
37
 
1) Ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan melanggar 
hukum (pembunuhan, penganiayaan); 
2) Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, 
tetapi ancaman itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang 
tidak dapat menjadi hak pelakunya. 
 
c.  Penipuan (Bedrog) 
Penipuan atau bedrog diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata, 
menyatakan bahwa: 
“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila 
tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian 
rupahingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat 
perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak 
dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan” 
 
Penipuan dalam hukum perdata terjadi dikarenakan akibat salah 
satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, 
dengan itikad tidak baik terhadap kontrak atau perjanjian yang dibuat 
oleh kedua belah pihak , penipuan ini selalu diawali atau didahului 
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dengan hubungan hukum kontrak atu perjanjian. Hubungan hukum ini 
merupakan konsep penipuan dalam hukum perdata atau dengan kata lain 
merupakan ‘karakteristik’ penipuan dalam hukum perdata. 
Penipuan disini adalah merupakan bentuk kesesatan yang 
dikualifisir, artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-
sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku 
yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya upaya 
(dalil) penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang kelitu itu ditimbulkan 
oleh rangkaian tipu muslihat (kunstgrepen), suatu kebohongan saja tidak 
akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan.
38
 
d.  Penyalahgunaan Keadaan 
Dalam perkembangannya, di Belanda telah dimasukan satu unsur 
baru cacat kehendak yaitu, misbruik van omstandingheden sebagai alasan 
pembatalan kontrak. Sehingga ada empat hal yang menyangkut cacat 
kehendak yang dapat membatalkan kontrak, yaitu:  
1) Kesesatan (dwaling); 
2) Ancaman (bedreiging); 
3) Penipuan (bedrog); 
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4) Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandingheden) 
Tiga alasan pertama yang membatalkan kontrak (dwaling, 
bedreiging, bedrog) pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam 
pasal 1321-1328 KUHPerdata, hanya yang membedakan pada istilah 
“paksaan” atau dwang yang dipergunakan dalam KUHPerdata. 
Sedangkan alasan yang keempat (misbruik van omstandingheden) 
merupakan perkembangan baru dalam hukum KUHPerdata Belanda.
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Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi 
(posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan 
keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan 
baginya. Penyalahguanaan keadaaan ini disebut juga cacat kehendak yang 
keempat karena tidak diatur dalam KUHPerdata, sedangkan tiga lainnya, 
yaitu penipua, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam KUHPerdata.
40
 
 
 
 
 
                                                          
39
  Ibid., h. 66 
40
  Ahmadi miru, Hukum Kontrak prancangan Kontrak (Jakarta: RajGrafindo Persada, 
2007), h. 18 
52 
 
2. Kecakapan bertindak 
Menurut pasal 1330 KUHPerdata yang dimaksud tidak cakap untuk 
membuat perjanjian-perjanjian adalah: 
a. Orang-orang yang belum dewasa; 
b. Mereka yang di taruh di bawah pengampunan; 
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-
undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
41
  
 
3. Adanya objek tertentu (perjanjian) 
Yang dimaksud dengan obyek tertentu atau suatu hal tertentu dalam 
Pasal 1320 Ayat (3), adalah suatu prestasi yang menjadi pokok dalam 
membuat kontrak, pernyataan-pernyataan yang sifat dan luasnya sama sekali 
tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak, sehingga tidak 
mempunyai daya mengikat. Syarat-syarat tertentu yaitu adanya obyek 
tertentu dalam membuat atau menutup suatu kontrak, hal ini untuk 
memperjelas suatu ketika kontrak ditutup. Adalah dimungkinkan untuk hal 
tertentu atau obyek tertentu tersebut sekedar ditentukan jenisnya, sementara 
mengenai jumlah dapat ditentukan dikemudian hari. 
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Mengenai hal tertentu atau obyek tertentu merujuk dari pasal-pasal 
sebagai berikut: 
a. Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan: 
Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi 
pokok perjanjian. 
Tidak dapat dijadikan pokok/ obyek perjanjian antara lain seperti: 
jalan-jalan umum, pelabuhan umumn,terminal umum. 
b. Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan: 
Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang 
paling sedikit ditentukan jenisnya. Jenis barang itu tidak perlu pasti, 
asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
 
c. Pasal 1334 KUHPerdata menyatakan: 
Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang menjadi pokok 
suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan 
suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta 
diperjanjikan suatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan 
sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang 
menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan 
pasal 169, 176 dan 178. 
 
Maksudnya adalah seseorang yang belum meninggal telah 
melepaskan hak atas warisan, atau membuat perjanjian tentang waris 
meskipun ada ijin dari calon pewaris, perjanjian ini tidak diperbolehkan 
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karena dianggap tidak sopan atau tidak etis dalam kehidupan masyarakat 
terhadap calon pewaris, yang nyta-nyata pewaris masih hidup.
42
 
4. Adanya sebab yang sah / diperbolehkan 
Ajaran tentang “sesuatu sebab yangh diperbolehkan” dalam Pasal 
1320 ayat (4) KUHPerdata. Sahnya suatu kontrak terletak pada “causa yang 
sah”. Selain itu dalam Pasal 1335 KUHPerdata menetapkan “tanpa causa 
yang halal” tidak mempunyai kekuatan. Makna dari “causa” adalah suatu 
“penyebab” yang mendatangkan kerugian. Dengan kata lain perbuatan 
melanggar hukum (causa, penyebab)  haruslah menimbulkan kerugian 
(akibat, causa efficiens). Dalam Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUHPerdata 
pengertian causa (sebab) sama sekali berbeda, dan kurang lazim. Disitu 
pengertian causa (sebab) menunjuk kepada hubungan tujuan (causa finalis). 
Jadi, causa (sebab) perjanjian adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak 
dengan perjanjian, yaitu “tujuan perjanjian”,. Misal jual beli rumah, maka 
penyerahan eigendom dan pembayaran harga merupakan causa (oorzaak) 
perjanjian ditentukan oleh tujuannya.
43
 
 Dalam sewa beli sebagai perjanjian jual beli dikenal beberapa 
klausal, diantaranya: 
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1. Klausul penundaan peralihan hak. 
 Dalam beli sewa (sewa beli), klausul penundaan peralihan hak ini 
merupakan suatu karakter utama. Hal ini berhubungan langsung dengan 
proses peralihan hak milik. Dalam proses peralihan hak milik tidak 
disyaratkan adanya suatu bentuk hukum, akan tetapi peralihan hak milik 
tersebut kepada pembeli berlangsung secara serta merta atau beralih secara 
otomatis. Peralihan hak milik tersebut berlangsung tanpa melalui proses 
apapun, yaitu terjadi dengan sendirinya. Hak milik beralih kepada pembeli 
bila ia telah memenuhi semua kewajibannya berdasar persetujuan 
pembelian.
44
 
2. Klausul hari jatuh tempo atau menggugurkan “verval clausule” 
 Dalam syarat yang umumnya tercantum pada perjanjian beli sewa 
yaitu “syarat menggugurkan atau jatuh tempo” merupakan akibat syarat 
tentang hak milik yang belum beralih kepada pembeli atau adanya syarat 
penundaan peralihan hak. Sehingga keadaan demikian membawa akibat 
bahwa selama masa pembayaran angsur hak milik masih di tangan penjual. 
Hal ini disebabkan oleh adanya bentuk atau konstruksi yang dipergunakan 
selama masa angsuran sebagai perjanjian sewa-menyewa. Dengan usaha 
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konstruksi sewa-menyewa tersebut diharapkan agar pembayaran angsuran 
dapat berjalan lancar. 
 Apabila pembeli tidak membayar sesuai kewajibannya, penjual dapat 
menarik kembali karena status dari barang tersebut adalah sewa. Sehingga 
dengan demikian penjual dapat mudah menarik barangnya kembali. Keadaan 
ini merupakan ciri atau karakter beli sewa yaitu syarat yang menggugurkan 
atau verval clausule, dimana jika terjadi wanprestasi dari pembeli, penjual 
dapat menarik barang dengan mudah karena status barang adalah barang 
sewa. 
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3. Status uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual 
 Dalam masa mengangsur yaitu selama pembeli masih belum 
melunasi mengangsur pembayarannya, uang-uang yang telah  dibayarkan 
kepada penjual apabila terjadi wanprestasi umumnya tidak dikembalikan 
apabila barang ditarik kembali. Dengan demikian status uang selama 
pembayaran angsur dianggap hangus atau hilang karena status barang sebagai 
barang yang disewa.
46
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4. Klausul “larangan memindahtangankan objek perjanjian” 
(vervreemdingsclausule) 
 Adanya syarat bahwa selama masa pembayaran angsur hak milik 
masih ada di tangan penjual, mengakibatkan pembeli selama itu belum 
menjadi pemilik. Oleh karena itu, maka selama periode pembayaran angsur 
atau selama masa mengangsur, pembeli tidak dapat menjual atau 
menggadaikan atau memindahtangankan barang (objek perjanjian) tersebut. 
Apabila terjadi pemindahtanganan objek objek perjanjian beli sewa selama 
masa angsuran, maka dapat dianggap sebagai penggelapan. Selain itu, di 
dalam masa angsuran pembeli juga diwajibkan untuk memelihara barang 
yang dibelinya dan tidak boleh menyalahgunakannya ataupun merubahnya 
(Pasal 1576 KUHPerdata Nederland Lama).
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5. Klausul “pemeliharaan” 
 Pada masa pembayaran angsur, maka pembeli diwajibkan untuk 
memelihara dan merawat barang sebagaimana barang tersebut adalah 
miliknya. Kewajiban tersebut dapat disamakan sebagai kewajiban penyewa 
dalam perjanjian sewa menyewa. 
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Selama dalam keadaan pembayaran angsuran pembeli dapat menggunakan 
objek perjanjian dan tidak menyewakan atau tindakan yang berlainan dengan 
tujuannya. Ia harus merupakan “tuan rumah” yang baik dan bertanggung 
jawab atas keselamatan barang.
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6. Klausul “pengambilan kembali oleh pembeli” 
 Hak pengambilan kembali yang diberikan harus berlaku 14 (empat 
belas) hari tanpa melalui Pengadilan (hakim). Akibat dari adanya hak 
pengambilan kembali atas objek perjanjian, maka penjual kehilangan hak atas 
benda (objek perjanjian) itu selama empat belas hari. (vide Pasal 1576v 
NBW).
49
 
7. Tentang klausul risiko 
 Pada perjanjian beli sewa bahwa barang sudah beralih kepada 
pembeli sejak penandatanganan kontrak sehingga disyaratkan bahwa risiko 
ada pada pembeli. Dalam kenyataannya selama masa angsuran ada 
penundaaan peralihan hak, sehingga pembeli pada saat itu belum menjadi 
pemilik. Dengan adanya ketentuan suatu syarat penundaan peralihan hak, 
sehingga dengan demikian seharusnya risiko tentunya ada pada pemilik 
sesuai dengan asas bahwa risiko ada pada pemilik (Pasal 1545 dan 1553 
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KUH Perdata). Akan tetapi, umumnya dalam perjanjian beli sewa, risiko 
dibebankan kepada pembeli sejak saat penandatanganan perjanjian.
50
  
3. Prosedur Melakukan Sewa-Beli 
 Perbuatan sewa beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, 
penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang 
menyatakan tercapainya kata sepakat anatara pihak yang menyewabelikan 
dan pihak penyewa beli mengenal benda yang disewakan, harga angsuran 
dan persyaratan sewa beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak 
milik atas benda yang disewabelikan dari pihak yang menyewabelikan 
kepada pihak yang penyewa beli. Adapun pembayaran adalah perbuatan 
menyerahkan sejumlah uang secara angsuran sampai lunas dari pihak 
penyewa beli kepada pihak yang menyewabelikan sebagai imbalan atas 
benda yang diterima.
51
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer 
dan data sekunder, sebagai berikut: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan melalui observasi dan melakukan wawancara secara 
langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa 
literatur yaitu data utama yang diperoleh dari hasil kajian 
pustaka, jurnal, dokumen–dokumen, perundang – undangan 
dan peraturan lainnya yang membahas masalah ini . 
 
2. Sumber data skripsi ini terdiri dari :  
a. Melalui wawancara. Data diperoleh dengan cara wawancara 
dengan pihak yang berkompeten di lokasi penelitian, dan data 
yang diperoleh dari masyarakat dengan cara quisioner tertutup.  
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b. Literatur yang didapatkan dari perpustakaan atau milik pribadi, 
yang berkaitan erat dengan objek penelitian. 
B. Teknik  Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode 
pengumpulan data, yakni : 
1. Metode Library research, yaitu mengadakan penelitian di perpustakaan 
dengan jalan membaca dan menelaah buku dan literatur-literatur ilmiah 
lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. 
Adapun teknik penulisannya yaitu : 
a. Kutipan langsung, yaitu penulis secara mengutip bahan-bahan yang 
bersumber dari informasi dari referensi kepustakaan tanpa 
mengubah redaksinya sedikitpun. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu terdiri dari ikhtisar dan ulasan yang 
bersifat komentar dan analisa penulis sendiri setelah membaca 
referensi rujukan. 
2. Field Recearch yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk 
mendapatkan data yang ada hubungannya dengan skripsi yang akan dibahas. 
Dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut : 
a. Interview, yaitu salah satu metode mengumpulkan data yang 
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengemukakan 
pertanyaan-pertanyaan kepada informan. 
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b. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dilakukan dengan 
sengaja dan sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala 
psikis untuk dilakukan pencatatan. 
c. Dokumentasi, yaitu mendapatkan data sekunder dengan 
mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau dokumen laporan 
kegiatan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
C. Analisis Data 
 Setelah data berhasil dikumpulkan  dari berbagai sumber, baik dari 
hasil interview, buku–buku dan kitab–kitab. Kemudian penulis membaca dan 
menganalisa data tersebut. Mengingat data yang  berhasil dikumpulkan bersifat 
kualitatif, maka teknik  analisanya menggunakan interpretasi berfikir sebagai 
metode deduktif, yaitu suatu metode analisa yang bertitik tolak  dari pengetahuan umum 
kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Selayang Pandang PT. Mega Finance cabang Makassar 
PT. Mega Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan 
bermotor yang memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia. PT. Mega 
Finance saat pertama kalinya bernama PT. Para Finance yang mengatur masalah 
pembiayaan leasing alat-alat berat dan dibawah naungan CT. Corpoprate 
bersama perusahaan-perusahaan lainnya, seperti Bank Mega, Carrefour, Trans 
TV, Trans Studio, dll.
1
 
Untuk melakukan perjanjiann sewa-beli pada perusahaan pembiayaan PT. 
Mega Finance ini tidak jauh berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya. 
Perjanjian sewa beli ini diawali perjanjian bersama dialer kendaraan bermotor, 
kemudian dari dialer akan membagikan berkas-berkas konsumen yang telah 
melakukan pembelian secara kredit kepada lembaga-lembaga pembiayaan yang 
telah bekerja sama dengan dialer tersebut, kemudian perusahaan pembiayaan 
melakukan pembayaran pelunasan kepada dialer sebagai tanda persetujuan. 
Pembiayaan yang telah memiliki konsumen dari dialer, kemudian 
mengajukan persyaratan administrasi kepada konsumen yang bersangkutan, 
                                                          
1
  Arfhan, HRD PT. Mega finance, wawancara di PT. Mega finance, 3 agustus 2012 
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setelah itu, perusahaan pembiayaan melakukan survey kelayakan konsumen agar 
mengetahui apakah konsumen layak atau tidak melakukan transaksi sewa beli 
tersebut.
2
  
B. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan 
Bermotor 
1. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada PT. Mega Finance 
cabang Makassar 
Wanprestai terjadi disebabkan karena adanya kesalahan yaitu kelalaian 
dan kesengajaan. Debitor berkewajiban menyerahkan suatu barang, tidak ada 
kewajiban untuk memelihara barang itu sebagaimana disyaratkan Undang-
undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena 
kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:
3
 
1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan; 
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia 
dapat menduga tentang akibatnya 
Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor apabila semua ketentuan 
dalam perjanjian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan baik 
                                                          
2
  Arfhan, HRD PT. Mega finance, wawancara di PT. Mega finance, 3 agustus 2012 
3
  Yahman, op. Cit., h. 80 
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sesuai yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tidak mengalami persoalan. 
Sebaliknya apabila ada satu pihak tidak memnuhi persyaratan seperti di atas 
dibahas maka akan terjadi masalah. 
Dalam penelitian yang penulis lakukan, ditemukan ada beberapa macam 
wanprestasi yang sering terjadi dan dilakukan debitor, yaitu: 
a. Melewati batas waktu pembayaran 
Apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran maka pelaku usaha akan 
melakukan tindakan sebagai berikut:
4
 
1) Membuat surat peringatan tentang keterlambatan pembayaran     
angsuran sebanyak 3 kali. 
2) Membuat surat penarikan kendaraan bermotor, dan secepatnya barang 
tersebut diserahkan, sesuai dengan perjanjian yang menyatakan apabila 3 
kali berturut-turut tidak membayra angsuran. 
3) Setelah kendaraan diserahkan, maka pihak pelaku usaha akan menjual 
kendaraan tersebut secara bebas, dan hasil penjualannya untuk melunasi 
sisa angsuran. Apabila hasil penjualan kendaraan setelah dikurangi sisa 
angsuran ternyata masih sisa maka diberikan konsumen, sebaliknya 
                                                          
4
  Suardi, staf  PT. Mega finance, wawancara di PT. Mega finance, 15 juli 2012 
66 
 
apabila ternyata kurang, maka konsumen harus membuat pernyataan 
kesanggupan untuk membayar. 
4) Apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh konsumen maka pelaku 
usaha minta pertolongan polisi agar membuat surat perintah secara paksa 
dan memprosesnya secara hukum. 
b. Menggadaikan barang jaminan 
Dalam perjanjian sewa beli, debitor sering beranggapan bahwa motor 
yang sementara dalam cicilan adalah telah menjadi miliknya, sehingga dapat 
berbuat sesuatu yang bukan merupakan haknya, misalnya: menggadaikan 
barang (motor) kepada orang lain sehingga secara langsung pihak debitor 
atau konsumen telah melanggar kontrak perjanjian dengan kata lain telah 
terjadi wanprestasi. 
Menggadaikan barang jaminan ini dapat membuat pihak 
perusahaan/kreditor dapat menggugat pihak konsumen/debitor karena telah 
terjadi wanprestasi, yaitu menjaminkan barang yang sementara dalam 
angsuran. 
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c. Menjual barang jaminan 
Selain menggadaikan barang jaminan ternyata di tengah masyarakat saat 
ini ada juga yang sampai menjual objek perjanjian sewa beli (motor) kepada 
orang lain. Hal tersebut termasuk sebab suatu bentuk wanprestasi, oleh karena 
melanggar isi perjanjian.
5
 
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, akibat wanprestasti dalam 
perjanjian sewa beli dapat merugikan bagi konsumen. Sebagaimana telah  
dikatakan jika konsumen melakukan wanprestasi maka barang (kendaraan 
bermotor) akan ditarik kembali oleh pelaku usaha, selain itu konsumen dapat 
digugat untuk membayar uang denda sebagai akibat keterlambatan membayar 
uang sewa bulanan, dan tidak ada gugatan ganti rugi sebagaimana dalam 
perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu menurut penulis konsumen dianjurkan 
untuk bertanya kepada pelaku usaha, hal ini demi kejelasan dan kalau perlu 
konsumen dapat meminta kejelasan itu dalam perjanjian secara tertulis. Hal itu 
semata-mata untuk kepentingan konsumen sendiri agar tidak menjumpai masalah 
dikemudian hari. 
 
 
                                                          
5
  Muhammad Taufik, collection  PT. Mega finance, wawancara di PT. Mega finance, 15 
juli 2012 
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2. Macam-macam Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli 
Kendaraan Bermotor 
Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, 
perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu 
pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak? Dalam hal tenggang waktu 
pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan 
debitor supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang 
waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata debitor dianggap lalai 
dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan
6
. 
C. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi dan Kendala-kendala yang Timbul 
dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Sewa-beli Kendaraan 
Bermotor 
Dalam menghadapi kendala atau kejadian wanprestasi yang dilakukan 
oleh debitor dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, pihak kreditor 
dapat menjalani atupun melaksanakan berbagai macam penyelesaian 
wanprestasi tersebut. 
 
 
                                                          
6
 Abdulkadir Muhammad, op. Cit., h.241-242   
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1. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi 
a. Melakukan negosiasi 
Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi, pihak perusahaan 
lebih mengutamakan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan atas 
wanprestasi yang dilakukan oleh debitor
7
. Hal ini dilakukan dengan jalan 
negosiasi antara pihak perusahaan (kreditor) dan pihak debitor agar 
menemukan jalan keluar dengan baik dan tidak membebankan salah satu 
pihak dalam menyelesaikan perkara wanprestasi tersebut. 
Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dengan jalan 
bernegosiasi tidak jarang kasus ini masih tetap berlanjut, karena tidak 
adanya titik temu yang didapatkan oleh masing-masing pihak sehingga 
pihak debitor akhirnya mengambil jalan lain. Namun, ada juga negosiasi 
yang berhasil mencapai kesepakatan apabila dalam negosiasi tersebut 
ditemukan titik temu atau sepakatnya kedua belah pihak dalam jalan yang 
ingin diambil. 
 
 
 
                                                          
7
  Muhammad Taufik, collection  PT. Mega finance, wawancara di PT. Mega finance, 15 
juli 2012 
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b. Mendesak debitor  untuk melakukan pembayaran 
Dalam penyelesaian, salah satu jalan yang biasa dilakukan adalah 
“mem-full up debitor untuk melakukan pembayaran”8 dengan kata lain 
pihak perusahaan atau debitor melakukan pendesakan dengan cara 
melakukan penagihan secara terus menerus hingga kreditor merasa 
terdesak dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pembayaran, baik 
itu dengan cara menelpon pihak debitor atau pihak perusahaan langsung 
datang ke tempat dimana pihak debitor itu tinggal dan melakukan 
penagihan. 
Hal ini sering terjadi pada tiap perusahaan pembiayaan yang 
berada di Indonesia, yaitu melakukan pendesakan terhadap debitor agar 
dapat melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. 
Ini disebabkan oleh keadaan atau sikap debitor yang tidak sesuai dengan 
perjanjian sewa beli kendaraan bermotor  yang telah disepakati sebelum 
melakukan perjanjian. Apabila dalam cara/jalan mendesak pihak debitor 
ini tidak berhasil, maka pihak perusahaan akan melakukan jalan terakhir 
yaitu melakukan penitipan barang jaminan. 
 
                                                          
8
  Suardi, staf  PT. Mega finance, wawancara di PT. Mega finance, 15 juli 2012 
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c. Melalui penitipan barang jaminan 
Apabila pihak debitor tetap tidak membayar angsuran/kredit yang 
telah diperjanjikan dengan jalan negosiasi ataupun dengan jalan 
mendesak debitor untuk melakukan pembayaran, maka jalan terakhir 
yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau pihak kreditor yaitu 
melakukan penarikan/penitipan barang jaminan
9
. Dalam hal ini, pihak 
debitor sudah melewati batas akhir angsuran yang telah diberikan 
perusahaan terhadap pihak penyewa barang jaminan.  
Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat 
kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya 
menegakkan hak-hak kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 
“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; 
memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian jika itu 
masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian 
dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga” 
 
 
                                                          
9
  Muhammad Taufik, collection  PT. Mega finance, wawancara di PT. Mega finance, 15 
juli 2012 
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2. Kendala-kendala yang Timbul dalam Penyelesaian Wanprestasi 
Dalam menjalankan proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan 
oleh debitor terhadap kreditor baik mulai dari jalan negosiasi hingga dengan 
jalan penarikan/penitipan barang jaminan, tentu tidak akan berjalan dengan 
mudah dan akan menemukan berbagai kendala, antara lain: 
a. Telah dijualnya barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga 
Pihak ketiga dalam hal ini adalah seseorang yang membeli barang 
jaminan yang dipegang oleh debitor, sementara debitor masih dalam 
perjanjian melakukan angsuran/ melakukan sewa beli terhadap 
perusahaan pembiayaan (kreditor) dan tanpa sepengetahuan pihak 
perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam hal ini sudah tentu terjadi 
kendala apabila pihak perusahaan ingin melakukan penarikan/atau 
penitipan barang jaminan. 
b. Barang jaminan digadaikan atau di jaminkan ke pihak ketiga 
Dalam hal ini tidak terlalu berbeda dengan kasus penjualan barang 
jaminan di atas, namun tetap memiliki perbedaan dasar, yaitu 
menggadaikan/menjaminkannya kepada orang lain (pihak ketiga) tanpa 
sepengetahuan pihak kreditor. 
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c. Barang jaminan dalam keadaan cacat atau tidak utuh 
Banyak dari pihak debitor yang melakukan modifikasi terhadap 
motor/barang jaminan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, padahal 
barang jaminan tersebut masih sementara dalam proses pembelian/ 
penyewaan dengan membayar kredit. Disamping itu, banyak juga yang 
melakukan penjualan dari bagian alat tertentu yang ada pada barang 
jaminan tersebut.  
Apabila orang (debitor) melakukan perbuatan yang dilarang, 
sebagaimana yang telah dituliskan diatas maka ia dapat dinyatakan tidak 
memenuhi perikatan. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya 
perikatan ialah bahwa kreditor dapat minta ganti rugi atas kerugian yang 
dideritanya. Namun adanya kewajiban ganti rugi bagi debitor, Undang-
undang menentukan bahwa debitor harus terlebih dahulu dinyatakan 
berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Lembaga “pernyataan 
lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu 
fase, dimana debitor dinyatakan “ingkar janji” (wanprestasi). 
Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang 
menyatakan: 
“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya 
suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, 
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atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam 
tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. 
 
Jadi, maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau 
pernyataan dari kreditor tantang saat selambat-lambatnya debitor wajib 
memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitor ingkar 
janji (wanprestasi).
10
 
Adapun hal-hak kreditor jika terjadi ingkar janji oleh debitor 
adalah sebagai berikut:
11
 
a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (nakomen); 
b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu 
bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan 
(ontbinding); 
c. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding); 
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi; 
e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti 
rugi. 
 
                                                          
10
 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya 
Bakri, 2011), h. 19 
11
 Ibid., h. 21 
 
 
75 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari keseluruhan uraian mengenai “Tinjauan Penyelesaian Wanprestasi 
dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor” sebagaimana telah dituangkan 
dalam Bab I hingga Bab IV penulisan hukum ini, maka pada Bab V sebagai 
bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penyusun.  
Adapun dari hasil penelitian dan uraian yang telah dijabarkan dalam 
Bab- bab terdahulu, penulis  mengambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Ada 3 bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitor pada perjanjian 
sewa beli kendaraan bermotor, yaitu: tidak memenuhi prestasi sama 
sekali, memenuhi prestasi, tetapai tidak baik atau keliru, dan memenuhi 
prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. 
Indikator terjadinya wasnprestasi, yang sering terjadi pada perjanjian 
sewa beli kendaraan bermotor adalah tertundanya angsuran yang 
dilakukan oleh debitor, hal ini salah satunya disebabkan karena perjanjian 
sewa beli kendaraan bermotor pada umumnya hanya dilakukan oleh 
masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah 
dan ada kemungkinan tidak memiliki penghasilan yang tetap tiap 
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bulannya. Namun selain itu, ada juga sebab-sebab lain yang dapat 
menjadi penyebab terjadinya suatu wanprestasi. 
2. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak 
pembiayaan/kreditor, yaitu: 
a. Melakukan negosiasi atau menyelesaikannya secara kekeluargaan 
b. Mendesak debitor untuk melakukan pembayaran 
c. Menitipkan barang jaminan 
 
B. Saran 
1. Untuk debitor adalah: 
a. Betul-betul membutuhkan kendaraan bermotor  
b. Memiliki pekerjaan yang dapat melunasi angsuran tiap bulannya 
c. Melakukan pembayaran uang muka dengan jumlah tinggi agar 
meringankan angsuran perbulannya. 
2. Untuk kreditor adalah: 
a. Melakukan analisa survey dengan baik terhadap debitor  
b. Memberikan permohonan secara detail terhadap konsumen agar 
dapat dan ingin melakukan pembayaran angsuran tepat waktu.  
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